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BAB V
KESIMPULAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Setiap tingkatan peradilan anak baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di
pengadilan, wajib melaksanakan proses diversi bagi anak yang sudah berumur 12 (Dua
Belas) tahun tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun. Pengaturan diversi secara
umum diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anakdan pengaturan diversi secara khusus diatur dalam peraturan pelaksana yaitu
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan

Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Medan sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah
No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang
Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Medanditemukan beberapa hambatan
dalam pelaksanaannyaseperti Korban dan/atau keluarga korban tidak mau melaksanakan
diversi, pandangan masyarakat bahwa pelaku tindak pidana harus dipenjara atau
hukuman lain yang setimpal, bilamana pihak korban meminta ganti rugi sedangkan
keluarga Anak (pelaku) tidak mampu untuk membayar ganti rugi. Dalam mengatasi
hambatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah melakukan upaya-upaya untuk
mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat

dan mempersiapkan hakimyang berpengalaman dalam menangani diversi.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Diversi adalah Terjadinya kegagalan diversi dikarenakan

tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang ganti rungi.
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1. Bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahundapat
menjadi komitmen semua aparat penegak hukum dan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas dan jaminan masa depan Anak Indonesia. Peraturan ini
mempunyai semangat menanamkan tanggung jawab anak, nilai-nilai perdamaian
kepada anak sejak dini, mengajak masyakat untuk ikut bertanggung jawab bila terjadi
kekerasan kepada anak dilingkungannya, menghindarkan anak dari perampasan
kemerdekaan dan mengajak semua pihak bisa menyelesaikan perkara anak di luar
peradilan.

2. Dalam konsep Diversiuntuk melengkapi masalah anak yang berkonflik dengan hukum
harusmendapat perhatian khusus dari penegak hukum. Sehingga konsep restorative
justice dapat menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum serta
melakukan penyuluhan kepada masyarakatsecara kontinu, memberikan pengetahuan
hukum dan memberikan pengetahuan mengenai penanganan anak yang berkonflik
dengan hukum agar terciptanya kepastian hukum dalam penanganan anak di masa

yang akan datang



